
 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan 

sangat strategis sebagai penerus suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak 

adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan 

harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat 

estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat 

khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada 

masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak 

dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh 

dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi 

bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian 

dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan 

kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan. 

 

Persoalan tentang anak di dunia ini dirasakan sebagai persoalan yang tak pernah 

kunjung selesai. Bahkan ada beberapa negara di belahan dunia ini, kondisi anak-

anaknya justru sangat memprihatinkan. Banyak anak-anak yang menjadi korban 

kekerasan di keluarganya atau mengalami penderitaan akibat peperangan ataupun 

ikut mengangkat senjata dalam peperangan demi membela bangsa dan negaranya. 
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Masyarakat seolah-olah lupa bahwa anak-anak sebenarnya merupakan karunia 

yang tidak ternilai yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa untuk disayang, 

dikasihi, diasuh, dibina, dirawat ataupun dididik oleh kedua orang tua, keluarga, 

masyarakat, bangsa dan Negara. 

 

Bertitik tolak dari kompleksnya permasalahan berkaitan dengan perlindungan 

yang harus diberikan kepada seorang anak yang berkonflik dengan hukum tentu 

harus ada upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak bangsa. Polisi 

sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung-jawab yang 

cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang 

telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, polisi 

senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. 

Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset 

bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan 

perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif 

bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, 

penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak 

sebagai narapidana.
1
  

 

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana 

anak adalah pendekatan keadilan restoratif, yang dilaksanakan dengan cara 

diversi. Keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar 

sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan 

                                                 
1
 Santi Kusumaningrum, Penggunaan Diversi untuk Anak yang Berhadapan dengan 

Hukum. http://www.idlo.int/bandaacehawareness.htm. diakses 1 November 2012 
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pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak 

pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Keadilan 

restoratif dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak 

kejahatan yang dilakukan oleh seorang. 

 

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi dimana semua pihak yang 

terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, 

menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih 

baik dengan melibatkan Anak Korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari 

solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak 

berdasarkan pembalasan. Namun pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai 

keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum 

mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani 

pidana.
2
 

 

Melalui otoritas diskresi Polisi dapat menentukan bentuk diversi terhadap suatu 

perkara anak. Diskresi adalah kewenangan yang dimiliki polisi untuk 

menghentikan penyidikan perkara dengan membebaskan tersangka anak, ataupun 

melakukan diversi dengan tujuan agar anak terhindar dari proses hukum lebih 

lanjut. Diversi dapat dikatakan sebagai pengalihan tanpa syarat kasus-kasus anak 

(yang diduga melakukan tindak pidana) dari proses formal.
3
 Program diversi 

merupakan upaya terbaik bagi anak, terutama untuk tindak pidana yang kurang 

serius. Hal ini tentu melibatkan aparat penegak hukum untuk mengatakan kepada 

                                                 
2
 Santi Kusumaningrum, Penggunaan Diversi untuk Anak yang Berhadapan dengan 

Hukum. http://www.idlo.int/bandaacehawareness.htm. diakses 1 November 2012 
3
 Ibid 
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anak, bahwa apa yang diperbuatnya salah dan mengingatkannya untuk tidak 

mengulangi lagi.
4
  

 

Substansi yang diatur dalam Pasal 646 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang bentuk perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan kasus hukum 

dan anak korban tindak pidana, dan yang paling mendasar dalam Undang-Undang 

ini adalah pengaturan secara tegas mengenai diversi, yaitu dimaksudkan untuk 

menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat 

menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan 

diharapkan Anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh 

karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan 

hal tersebut. Pada akhirnya proses ini harus bertujuan pada terciptanya keadilan 

restorative baik bagi Anak maupun bagi Anak sebagai Korban. 

 

Pada pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih 

menghadapi berbagai persoalan. Persoalan yang ada diantaranya dilakukannya 

penahanan terhadap anak yang tidak sesuai prosedur, proses peradilan yang 

panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, yang pada akhirnya 

menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan ataupun 

yang dikembalikan ke masyarakat dengan putusan bebas tetap akan meninggalkan 

trauma dan implikasi negatif terhadap anak.  

 

Kritik-kritik terhadap penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak masih saja 

terus mengalir, setelah kasus Mohammad Azwar alias Raju, anak berusia 8 tahun 

yang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, karena 

                                                 
4
 http://issuu.com/lampungpost/docs/lampungpost diakses 8 November 2012 
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berkelahi dengan seorang anak lain pada tahun 2009, kemudian kasus persidangan 

anak kembali mendapat sorotan, Pengadilan Negeri Tangerang, Banten 

menyidangkan 10 orang anak yang masih di bawah umur dengan dugaan 

melakukan permainan koin dengan taruhan uang senilai Rp1000,00. Masalah 

penanganan anak nakal dan anak yang bermasalah dengan hukum kembali 

mencuat ketika Aal anak berusia 15 tahun yang divonis bersalah oleh Pengadilan 

Negeri Palu atas dakwaan mencuri sandal milik seorang anggota Polri, kasus ini 

telah menimbulkan berbagai tanggapan dari para pemerhati anak di negeri ini, 

bahkan Ketua Komnas Perlindungan Anak dan Direktur Lembaga Bantuan 

Hukum Jakarta meminta kasus-kasus ini dijadikan pintu masuk untuk 

mengamandemen Undang-undang Pengadilan Anak.
5
 Banyak kalangan 

menyatakan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak dalam 

implementasinya masih jauh dari keinginan untuk dapat mendukung mewujudkan 

tujuan kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. 

 

Anak yang melakukan tindak pidana atau dalam praktek sehari-hari di pengadilan 

disebut sebagai anak yang sedang berhadapan dengan hukum, diperlakukan secara 

manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, sanksi yang 

diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak, hubungan 

keluarga tetap dipertahankan artinya anak yang berhadapan dengan hukum kalau 

bisa tidak ditahan/dipenjarakan kalaupun dipenjarakan/ditahan, ia dimasukkan 

dalam ruang tahanan khusus anak dan tidak bersama orang dewasa. Selain itu, 

diberikan pula jaminan perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan 

                                                 
5
 M.Musa, Peradilan Restoratif suatu Pemikiran Alternatif System Peradilan Anak 

Indonesia, Jurnal Mahkamah, Vol.19 No.2, Oktober 2010, Pekan Baru, hlm 169. 
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hukum ditetapkan sebagai kelompok anak yang membutuhkan perlindungan 

khusus. 

 

Berlandaskan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji 

tentang pelaksanaan diversi dalam upaya perlindungan terhadap anak yang 

melakukan tindak pidana dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul 

: “Diversi Pada Tingkat Penyidikan Sebagai Upaya Perlindungan Anak Yang 

Melakukan Tindak Pidana (Studi Pada Polresta Bandar Lampung)” 

 

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian 

 

1. Perumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

a. Bagaimanakah pelaksanaan diversi dalam penyidikan dalam upaya 

perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana? 

b. Apakah faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam 

pelaksanaan diversi dalam penyidikan dalam upaya perlindungan anak? 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah bagian dari kajian 

Hukum Pidana. Sedangkan lingkup pembahasan dalam penelitian ini hanya 

terbatas pengaturan mengenai pelaksanaan diversi dalam penyidikan dalam upaya 

perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Polresta Bandar 

Lampung dan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam 

pelaksanaan diversi dalam penyidikan dalam upaya perlindungan anak. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Setiap kegiatan penelitian pastilah mempunyai tujuan, dimana tujuan-tujuan yang 

hendak dipakai penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

a. Pelaksanaan diversi dalam penyidikan dalam upaya perlindungan terhadap 

anak yang melakukan tindak pidana. 

b. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan 

diversi dalam penyidikan dalam upaya perlindungan anak. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu: 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana mengenai 

Pelaksanaan diversi dalam penyidikan dalam upaya perlindungan terhadap 

anak yang melakukan tindak pidana.  

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada 

Praktisi Hukum dan masyarakat khususnya mengenai hambatan yang timbul 

dalam pelaksanaan diversi dalam penyidikan dalam upaya perlindungan anak. 
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis 

Pentingnya kerangka konsepsional dan kerangka teoritis dalam penelitian hukum, 

merupakan unsur yang sangat penting karena fungsi teori dalam penelitian adalah 

untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala 

yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis 

normatif.
6
 

 

Secara yuridis normatif, jika anak melakukan suatu tindak pidana maka 

perlindungan yang dapat diberikan khususnya dalam penanganannya hingga 

penjatuhan hukuman terhadap anak yang bersangkutan telah diatur secara khusus 

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak yang diantaranya mengatur bahwa guna pemeriksaan pada tingkat 

penyidikan, penuntutan sampai dengan proses persidangan yang sekiranya 

diperlukan menahan anak yang bersangkutan di dalam Rumah Tahanan Negara 

maka lamanya masa penahanan yang mesti dijalani oleh anak tersebut waktunya 

lebih pendek daripada orang dewasa. 

 

Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) adalah segala unsure 

sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan 

anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali 

bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak 

akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga 

pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan 

                                                 
6
 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 19 
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atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak 

akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai 

dimasukkan dalam institusi penghukuman.  

 

Muladi yang menyatakan bahwa criminal justice system memiliki tujuan untuk : 

(i) resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana; (ii) pemberantasan 

kejahatan; (iii) dan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Berangkat dari 

pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan 

kepada upaya pertama (resosialiasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan 

sosial). Namun upaya lain diluar mekanisme pidana atau peradilan dapat 

dilakukan dengan beberapa metode diantaranya metode Diversi dan Restorative 

Justice. Diversi adalah pengalihan penanganan kasus kasus anak yang diduga 

telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. 

Pendekatan diversi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang 

berkonflik dengan hukum.
7
  

 

Adapun yang menjadi tujuan upaya diversi adalah : 

a. untuk menghindari anak dari penahanan; 

b. untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat; 

c. untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang yang dilakukan oleh anak; 

d. agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya; 

e. untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak 

tanpa harus melalui proses formal; 

f. menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan; 

                                                 
7
 http://anjarnawanyep.wordpress.com/konsep-diversi-dan-restorative-justice diakses 1 

Desember 2012 
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g. menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradila. 

 

Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Pasal 2 ayat 

(3) dan (4) bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa 

dalam kandungan maupun sesudah di lahirkan. Anak juga berhak atas 

perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau 

menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Kedua ayat tersebut 

mendorong perlunya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan 

kesejahteraan anak dan perlakuan adil terhadap anak.
8
 

 

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi yang melindungi anak 

dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Menurut Arif Gosita, bahwa 

perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara 

fenomena yang ada dan Saling mempengaruhi.
9
 Oleh karena itu untuk mengetahui 

adanya, terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, 

maka harus diperhatikan fenomena yang relevan, yang mempuyai peran penting 

dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.  

 

Pada dasarnya usaha perlindungan anak terdapat dalam berbagai bidang 

kehidupan untuk kepentingan anak dan mempunyai dampak positif pada orang 

tua. Harus diperjuangkan agar asas- asas perlindungan anak diperjuangkan dan 

dipertahankan sebagai landasan semua kegiatan yang menyangkut pelayanan anak 

secara langsung atau tidak langsung demi perlakuan adil kesejahteraan anak. 

Namun hal terpenting dari usaha perlindungan anak adalah bagaimana 

                                                 
8
 Shanty Dellyana, Wanita dan anak dimata hukum cet ke-1. Liberty, Yogyakarta, 2008, 

hlm. 18. 
9
 Arif Gosita, Masalah perlindungan anak ed. ke-1, Akademika Pressindo, Jakarta, 2005, 

hlm. 12 
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membangun kapasitas anak untuk menyuarakan kehendak, cita- cita dan harapan 

mereka terhadap masyarakat dan perubahan social menurut perspektif mereka.
10

 

 

Penegakan hukum adalah proses pemberlakukan hukum diatur dalam suatu 

undang-undang baik undang-undang formal maupun undang-undang materil. 

Penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pokok penegakan 

hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. 

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau 

negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja. 

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. 

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan. 

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
11

 

 

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan 

esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas 

penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas 

                                                 
10

 Mansour Fakih, Anak-anak Membangun Kesadaran Kritis / Pengantar, Pustaka Pelajar, 

Jakarta, 2002, hlm 2. 
11

 Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.  : 25 
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lebih lanjut dengan mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan 

masyarakat Indonesia. 

 

2. Konseptual 

Konseptual adalah kerangka yang mengambarkan hubungan antara konsep-konsep 

khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah 

yang ingin tahu akan diteliti.
12

 Adapun Konseptual yang digunakan dalam 

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

a. Diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah 

melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat.
13

 

b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara 

yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan 

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi 

dan guna menemukan tersangkanya.
14

 

c. Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun 

dan belum pernah kawin.
15

 

d. Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi yang melindungi 

anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.
16

 

e. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum 

yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai 

dengan perundang-undangan.
17

 

                                                 
12

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2010, hlm.  132 
13

 Santi Kusumaningrum, Penggunaan Diversi untuk Anak yang Berhadapan dengan 

Hukum. http://www.idlo.int/bandaacehawareness.htm. diakses 1 November 2012. 
14

 Pasal 1 butir 2 KUHAP 
15

 Pasal 1 ayat ( 2 ) UU Kesejahteraan Anak 
16

 Arif Gosita, Op, Cit., hlm 12 
17

 Romli Atmasasmita, Bunga Rampai Hukum Acara Pidana, Armico, Bandung, 2008, 

hlm. 25 
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E. Sistematika Penulisan Hukum 

 

Adapun sistematika penulisan hukum terbagi dalam 5 (lima) bab yang saling 

berkaitan dan berhubungan. Sistematika dalam penulisan hukum ini adalah 

sebagai berikut : 

I. PENDAHULUAN 

Dalam bab pendahuluan ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian dan sistematika penulisan hukum. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka 

teori meliputi tinjauan umum tentang hukum acara pidana dan tinjauan umum 

tentang pokok bahasan. 

 

III.  METODE PENELITIAN  

Pada bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan 

mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan 

masalah, yaitu mengenai pengaturan mengenai pelaksanaan diversi dalam 

penyidikan dalam upaya perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak 

pidana di Polresta Bandar Lampung dan hambatan yang timbul dalam 

pelaksanaan diversi dalam penyidikan dalam upaya perlindungan. 
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V. PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisi simpulan yang 

diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari 

simpulan tersebut. 

 


